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ABSTRACT
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C(2), 28D(1), 28E Ayat 2 dan 3, 28H Ayat 2 dan 3, karena telah mensentralisasi
pengelolaan zakat nasional sepenuhnya di tangan pemerintah, yaitu di Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga undang-undang
pengelolaan zakat tersebut perlu untuk diuji materil yang diajukan oleh sekelompok tertentu, yang para pemohon tersebut terdiri
para pemohon yang merupakan badan hukum privat dan para pemohon yang merupakan individual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012  Tentang Pengelolaan Zakat. serta untuk mengetahui dan menjelaskan analisis
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 terhadap Uji Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.
Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder
sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Studi
kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip menelaah
perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengabulkan permohonan para
Pemohon untuk sebagian diantaranya, Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d, Frasa, â€œSetiap orangâ€• dalam Pasal 38 dan
Pasal 41. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Menolak
permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Keputusan ini pada dasarnya telah menguatkan peran Badan Amil Zakat
Nasional sebagai pelaksana utama pengelolaan zakat di Indonesia, masyarakat diperkenankan mengelola zakat selama mendapatkan
izin/pengukuhan dari pemerintah, atau kalau di daerah yang belum ada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat, maka
pengelola zakat lainnya diharuskan memberitahukan kepada pejabat terkait.
Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka disarankan kepada Badan Amil Zakat Nasional melakukan
sosialisasi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ini dengan penjelasan yang benar dan dilakukan seluas-luasnya. Badan Amil
Zakat Nasional juga harus menggairahkan kembali semua pengelola zakat untuk menggalang dana dan mendayagunakan dana
zakat, sehingga dana semakin besar dan mampu dimanfaatkan secara nyata dalam membantu kaum dhuafa dan ikut mengatasi
kemiskinan.
